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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Selanjutnya, grand design tersebut terbagi ke dalam tiga periode road map reformasi birokrasi
nasional, yaitu road map reformasi birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024. Dalam
implementasi road map periode terakhir, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020-2024.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya dapat diartikan sebagai pembaharuan dan perubahan
mendasar atas sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya dalam terwujudnya
perbaikan tata kelola pemerintahan (good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik
adalah syarat utama dalam pencapaian pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan

akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional.

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih,
akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional,
serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Pencapaian hal tersebut perlu
didukung dengan aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan melayani secara prima yang

pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai
ASN memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan publik;

2. Pelayan publik;

3. Perekat dan pemersatu bangsa.

ASN sebagai aparatur yang bekerja pada instansi pemerintah yang menjalankan fungsinya di
atas dituntut untuk profesional dalam bekerja dengan mengedepankan penerapan nilai-nilai
karakter yang unggul. Selain penguasaan kompetensi teknis sesuai bidang tugas, pembentukan
karakter menjadi modal dasar seorang ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang abdi
negara. Merujuk pada Undang-Undang ASN di atas, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib
menjalani masa percobaan selama satu tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan

terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme



dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat

profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara No. 93/K.1/PDP.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara
terintegrasi. Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela
negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan
bidang tugas. Sementara terintegrasi berarti penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS memadukan
antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan penguasaan kompetensi sosial kultural dengan

kompetensi bidang.

Penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat
pelatihan dan di tempat kerja dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan peserta pelatihan
menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuat menjadi kebiasaan
(habituasi) materi pembelajaran yang sudah diberikan, sehingga terpatri dalam diri sebagai
karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kegiatan aktualisasi di tempat kerja
merupakan proses intervensi agenda habituasi yang memungkinkan terciptanya suatu situasi dan
kondisi tertentu untuk peserta pelatihan dapat membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk

karakter diri melalui proses intervensi tersebut.

Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dan penyusunan laporan aktualisasi ini

merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 93/K.1/PDP.07/2021 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Tahun 2020-2024



6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

C. Tujuan
Tujuan aktualisasi dalam Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR Rl adalah

mengaktualisasikan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, kedudukan serta peran ASN
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia di tempat kerja. Dalam merancang
aktualisasi untuk meningkatkan pemberian dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan
tugas dan fungsi DPR RI, penulis melakukan inovasi yaitu dengan menyediakan data anggaran
kementerian/lembaga secara terpusat pada website Pusat Kajian Anggaran. Aktualisasi ini
diharapkan mampu mendukung kinerja Analis APBN Pusat Kajian Anggaran agar lebih efektif dan
efisien dalam melakukan tugas dan fungsi utamanya dalam membuat analisis di bidang APBN serta
mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl di bidang anggaran dalam

penyusunan dan penetapan anggaran.

D. Manfaat
Penyusunan laporan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal DPR Rl diharapkan

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS, dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN,
kedudukan dan peran ASN dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam setiap
kegiatannya, sehingga dapat terbentuk ASN yang profesional dan berkarakter.

2. Bagi Sekretariat Jenderal DPR RI, dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan
tugas DPR Rl khususnya di bidang anggaran.

3. Bagi Pusat Kajian Anggaran, dapat mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kompetensi

dan kinerja jabatan Analis APBN.



BAB Il
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Profil Organisasi
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2021, Sekretariat Jenderal DPR

Rl dibentuk dengan tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR R
di bidang persidangan, administrasi dan keahlian, di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPR RI. Adapun fungsi yang
diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR Rl adalah sebagai berikut:

a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI;

b) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI;

¢) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR Rl;

d) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPR RI;

e) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI;

f) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal
DPRRI;

g) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi,
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta
dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI;

h) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh DPR RI; dan

i) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada DPR RI.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR Rl
tahun 2020-2024 sebagaimana termuat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl No. 10 Tahun
2020 yang menjadi pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang dari
pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI. Rencana Strategis memuat visi Sekretariat Jenderal

DPR Rl sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan sebagai berikut:
“Menjadi Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern dalam mendukung visi DPR RI”

Profesional: Karakter profesional yang hendak dicapai dapat dijelaskan bahwa Sumber Daya
Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal DPR Rl memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas
dan fungsi DPR RI. Selain itu, lingkungan kerja yang profesional juga diwujudkan dengan good and

clean governance.



Modern: Sekretariat Jenderal DPR Rl hendak menjadi organisasi yang modern dengan
memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut,
dukungan teknologi juga dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi

masyarakat.

Visi di atas merupakan gambaran keadaan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Jenderal DPR
Rl pada akhir periode dalam rencana strategis 2020-2024. Untuk mencapainya maka dirumuskan
misi Sekretariat Jenderal DPR Rl sebagai berikut:
a) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.
b) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
c¢) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan

keputusan DPR RI.

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal DPR Rl terdiri atas:
a) Deputi Bidang Persidangan
b) Deputi Bidang Administrasi
¢) Badan Keahlian

d) Inspektorat Utama

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl No. 6 Tahun 2021, Badan
Keahlian secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI dan secara fungsional
bertanggung jawab kepada DPR RI. Badan Keahlian memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan
rumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI, di mana
dalam pelaksanaan tugas tersebut Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
b) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan

Keahlian;
c¢) Koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

d) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang
kepada DPRRI;
e) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-

undang kepada DPR R;

f) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada DPR R;



j)
k)

Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan
negara kepada DPR RI;

Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPR RI;
Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada DPR
RI;

Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR Rl dan Sekretaris Jenderal DPR

RI.

Susunan organisasi Badan Keahlian terdiri atas:
Pusat Perancangan Undang-Undang;

Pusat Kajian Anggaran;

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
Pusat Penelitian;

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
Bagian Administrasi Badan Keahlian; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl No. 6 Tahun 2021, Pusat Kajian Anggaran

mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl di bidang

anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Adapun dalam melaksanakan tugas

tersebut, Pusat Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g

Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat Kajian
Anggaran;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran;

Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;

Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;

Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.



a)

b)

Susunan unit kerja Pusat Kajian Anggaran terdiri atas:
Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Pusat Kajian

Kepala Subbagian

Tata Usaha
|
Korbid Komisi I-XI Korbid Akuntabilitas
DPRRI Komisi I-XI DPR RI

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR R

B. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Kelompok jabatan fungsional di Pusat Kajian Anggaran merupakan Analis Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN RB) No. 39 Tahun 2014, jabatan

fungsional Analis APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis APBN

dengan tugas pokok secara umum yaitu melakukan kegiatan analisis di bidang APBN.

d)
e)

f)

Secara lebih rinci, tugas Analis APBN disajikan sebagai berikut:

Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi
rapat-rapat DPR Rl sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;

Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat DPR
Rl sesuai siklus APBN, BPK, DPD;

Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI sesuai
siklus APBN, BPK, DPD;

Pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan lembaga lainnya;
Menyusun analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD;

Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk
menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan
penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah,

Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri;



Menyusun Analisis Ringkas Cepat;

Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta Analisis
Ringkas Cepat;

Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota DPR RI; dan

Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output.



BAB IlI
PENETAPAN ISU PRIORITAS

Identifikasi Isu
Identifikasi isu di unit kerja Pusat Kajian Anggaran pada instansi Sekretariat Jenderal DPR RI:

A.1 Belum Optimalnya Pemantauan Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga di Pusat
Kajian Anggaran
Penyusunan analisis/referensi/laporan APBN merupakan kegiatan utama yang dilakukan

analis APBN di Pusat Kajian Anggaran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan
tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan
dukungan keahlian fungsi anggaran, analis APBN di Pusat Kajian Anggaran menggunakan capaian
realisasi anggaran kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi DPR Rl untuk
mengukur kinerja penggunaan anggaran kementerian atau lembaga tersebut. Selain
menggunakan realisasi anggaran, analis APBN di Pusat Kajian Anggaran juga melakukan
pemantauan perkembangan anggaran di kementerian/lembaga sebagaimana ditunjukkan pada

gambar di bawah.

issn277s707¢  Anggaran  Penanganan Tindak Pidana
Korupsi
Pusal Kegian Geggarase | Badan Keakllaw | Sebrelarial Jorceral DR RI Dengan adanya tren peningkatan tindak

BUDGET ISSUE BRIEF pidana korupsi di masa pandemi, anggaran

penanganan tindak pidana korupsi juga
‘)olitl'k &. Keamanan mengalami peningkatan. Saat ini di Indonesia

terdapat 3 lembaga yang berwewenang
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
korupsi. Ketiga Lembaga tersebut ialah
Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan
Republik Indonesia, dan Komisi
Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data
Kementerian Keuangan, anggaran Kepolisian
meningkat 14,6% menjadi Rp111,02 triliun
pada 2022 dari outlook 2021. Adapun anggaran
untuk penyidikan dan penyelidikan tindak
pidana senilai Rp5,53 triliun pada tahun ini.
Anggaran belanja Kejaksaan naik 26,61%
menjadi Rp10,11 triliun pada tahun ini
dibanding outlook 2021. Rinciannya, Rp619,8
miliar untuk program penegakan dan
pelayanan hukum dan Rp9,49 triliun untuk
program dukungan manajemen. Anggaran KPK
juga meningkat 37,09% menjadi Rp 1,3 triliun
pada 2022 dari outlook 2021. Dengan rincian,
anggaran untuk program pencegahan dan
penindakan perkara korupsi Rp520,6 miliar
dan untuk dukungan manajemen Rp822,7
miliar.

Vol. 02, Ed. 2, Februari 2022

dan Tantangan

Dampak Pemekaran Wilayal
Melalui Daerah Otonom Ba
=]

Potensi Korupsi
Pemulihan Ekonomi

Gambar 2 Tangkapan Layar Budget Issue Brief Vol. 2, Ed. 2, Februari 2022

Penggunaan data perkembangan anggaran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di atas
dilakukan secara terbatas oleh masing-masing analis APBN dengan menggunakan data tahun
anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ketersediaan basis data perihal

perkembangan anggaran suatu kementerian/lembaga. Hal tersebut dapat berdampak kepada
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hasil analisis yang dilakukan yang tidak didukung dengan visualisasi data historis mengenai

perkembangan anggaran kementerian/lembaga yang sedang dianalisis.

Pemantauan terhadap perkembangan anggaran di kementerian/lembaga dalam periode
tertentu akan membantu dalam melakukan analisis di bidang anggaran. Informasi mengenai data
historis dapat membantu memberikan gambaran yang menyeluruh bagi analis APBN perihal
pengalokasian anggaran sebelumnya, baik di level kementerian/lembaga maupun berdasarkan
program kementerian/lembaga terkait; perbandingan data anggaran per kementerian/lembaga
yang merupakan mitra kerja Komisi DPR Rl tertentu; maupun perbandingan data anggaran pada
level program. Hal tersebut akan membantu analis APBN dalam menganalisis penetapan rencana
anggaran kementerian/lembaga untuk periode berikutnya. Lebih lanjut, hal tersebut bertujuan
sebagai bagian dari upaya penyusunan basis data sebagai dasar dalam penyediaan informasi yang
handal, valid dan akurat dalam mendukung penyajian produk kajian APBN yang tepat waktu dan

andal.

Hubungan isu di atas dengan mata pelatihan Agenda Pembelajaran, khususnya terdapat pada
agenda kedua nilai dasar kompeten dan agenda ketiga Smart ASN. Hal ini tidak lepas dari usaha
untuk terus belajar dan mengembangkan diri, dengan membuka diri untuk melihat hal dari
perspektif yang berbeda. Dalam hal ini, belajar untuk melihat perkembangan anggaran suatu
kementerian/lembaga dari sudut pandang yang lebih luas dengan melihat sejarah perkembangan
anggaran beberapa tahun ke belakang. Selain itu, penerapan Smart ASN dalam hal memanfaatkan
kemajuan teknologi untuk melakukan analisis data dengan menggunakan perangkat keras dan
lunak yang mendukung untuk menyajikan data historis anggaran suatu kementerian/lembaga
beberapa tahun ke belakang secara terpusat melalui pendekatan descriptive dan mendapatkan

insight dari data historis yang dapat dipergunakan untuk menganalisis ke depan.

A.2 Belum Optimalnya Pendampingan Secara Langsung yang Dilakukan Analis APBN Pusat
Kajian Anggaran ke Komisi DPR Rl
Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Komisi DPR Rl, analis APBN seringkali tidak

melakukan pendampingan secara langsung dengan ikut hadir dalam rapat tersebut untuk
melaksanakan pendampingan baik kepada pimpinan ataupun anggota Komisi DPR RI. Adapun
bentuk pendampingan yang dilakukan analis APBN Pusat Kajian Anggaran secara tidak langsung
adalah melalui pemberian analisis/referensi/laporan APBN kepada anggota dewan sebagai bahan

masukan untuk memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan pada saat rapat.
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KOMISI 11l DPR RI
ROANG| RDPU DENGAN KONGRES ADVOKAT INDONESIA
SIDANG

Gambar 3 Tangkapan Layar Komisi Ill DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Presiden Kongres Advokat Indonesia
Tanggal 13 Juni 2022

Hal tersebut disebabkan karena anggota dewan sudah memiliki tim sendiri yang terdiri dari
tenaga ahli maupun staf khusus untuk membantu pelaksanaan tugas anggota dewan. Hal ini
menyebabkan pada saat agenda rapat, anggota dewan sudah mendapatkan pendampingan

langsung dari timnya baik untuk anggota maupun pimpinan Komisi DPR RI.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari isu di atas adalah analis APBN Pusat Kajian Anggaran
tidak dapat memberikan dukungan keahlian fungsi anggaran secara langsung dan tepat waktu
kepada anggota dewan dalam memberikan tanggapan terhadap dinamika yang terjadi pada saat
agenda rapat berlangsung. Lebih lanjut, terdapat kendala minimnya waktu yang dimiliki anggota
dewan untuk membaca seluruh laporan analisis yang berupa buku dan terdiri dari beberapa
halaman. Hal ini dikarenakan padatnya jadwal anggota dewan yang banyak diisi untuk mengikuti
rapat serta mendatangi daerah yang mereka wakili dan menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini
dapat mengakibatkan laporan analisis yang dibuat oleh analis APBN tidak dibaca secara
menyeluruh oleh anggota dewan sehingga laporan analisis tidak digunakan secara optimal oleh

anggota dewan.

Hubungan isu kedua di atas dengan mata pelatihan Agenda Pembelajaran, khususnya
terdapat pada agenda kedua nilai dasar berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Tujuan utama dari
kegiatan yang dilakukan analis APBN di Pusat Kajian Anggaran adalah untuk memberikan
dukungan keahlian fungsi anggaran sebagai bentuk pelayanan kepada stakeholder utama yaitu
anggota dewan. Dengan fokus pada pemberian pelayanan yang prima, analis APBN berusaha
untuk dapat memberikan nilai tambah di setiap kegiatan yang dilakukan kepada pihak yang

menerima layanan. Isu tersebut juga berkaitan dengan nilai dasar kolaboratif dimana analis APBN
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berusaha untuk membangun kerja sama yang sinergis dengan tim dari anggota dewan, baik itu
tenaga ahli anggota, fraksi maupun kesekretariatan Komisi DPR RIl, untuk mendukung

penyelenggaraan whole of government.

Kaitan isu kedua di atas dengan mata pelatihan Agenda 3 terdapat pada materi Manajemen
ASN. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, pengelolaan ASN berdasarkan pada konsep sistem merit yang mengedepankan
objektivitas dan kompetensi. Pendampingan oleh analis APBN dalam rapat Komisi yang
membahas tentang anggaran merupakan perwujudan dari penerapan manajemen ASN
berdasarkan sistem merit karena pendampingan dilakukan oleh aparatur negara yang memiliki

kompetensi di bidangnya, dalam hal ini di bidang anggaran.

A.3 Kurang optimalnya penggunaan media sosial resmi Pusat Kajian Anggaran
Unit kerja Pusat Kajian Anggaran sudah mempunyai akun resmi pada berbagai platform media

sosial seperti Instagram, TikTok, Youtube dan Twitter. Namun demikian, tidak semua akun sosial
media tersebut telah dimanfaatkan secara optimal dalam mensosialisasikan hasil kerja yang
dilakukan analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari keterkinian konten-
konten yang diunggah pada media sosial tersebut. Adapun tujuan untuk mengoptimalkan
penggunaan media sosial resmi Pusat Kajian Anggaran adalah sebagai bentuk komunikasi publik
dengan sasaran untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi anggota dewan beserta tim

serta masyarakat umum perihal isu terkini di bidang APBN.

W « Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal D... Cari di Twitter
T

H Jelajahi f ' SELAMAT DATANG Baru kenal Twitter?

& Pengaturan Kawasan Pembangunan

Q “Zona Integritas” .“,7 G D Sengawi Booghe
!

W e

PR 5 (Wikayah Bebas Korups) @ Daftar dengan Apple

@ Dattar dengan nomor telepon atau ...

Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI

Akun Resmi Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

69 Mengikuti 80

Tweet Tweet & balasan Media Suka

Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jender...
ang Kemiskinan Ekstrem itu apa sin? Kira-kira ke

Gambar 4 Tangkapan Layar Media Sosial Twitter Pusat Kajian Anggaran tanggal 15 Juli 2022
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Instagram Q 20 o

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI

Pejabat F tah

Akun Resmi Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
linktr.ee/puskajianggaran

@ S 2 6 & &

Partisipasi Buletin AP. FGD BIB Jurnal Bud Konsinyering

@ POSTINGAN

Arah Kebijakan,
Strategi, dan
Program Bidang __%FfO
Pangan dalam Arah Kebijakan, Strategi, dan
RAPBN 2023 Program Anggaran Bidang

Pendidikan dan Kesehatan dalam
RAPBN 2023

Raba 13 )b 2022

——

.\C ‘;‘ “'ﬁ\“»;*

Gambar 5 Tangkapan Layar Media Sosial Instagram Pusat Kajian Anggaran tanggal 15 Juli 2022

s PUSAT KAJIAN ANGGARAN Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional
%y BADAN KEAHLIAN DPR RI iitlotiaton ol S bt s e

BKD BERANDA TENTANG KAMI - SISTEM MANAJEMEN MUTU - PROFIL - PRODUK - KNOWLEDGE MANAGEMENT - PERATURAN -

KONTAK

Nama PUSKAJI ANGGARAN, JL JEND. GATOT SUBROTO, GEDUNG SETJEN DAN BK
DPRRI, LT 6, RUANG 602

TELEPON: 021. 571.5269 / 5715.635 / 5157. 656
Email
FAX: 021, 571.635

Judul

Pesan

%

Gambar 6 Tangkapan Layar Website Pusat Kajian Anggaran tanggal 15 Juli 2022

Berdasarkan hasil tangkapan layar pada Gambar 4, dapat diketahui bahwa akun media sosial
Pusat Kajian Anggaran pada platform Twitter tidak dilakukan kekinian unggahan konten sejak 11
April 2022. Sementara itu pada Gambar 5, konten terkini yang diunggah pada media sosial
Instagram jatuh pada tanggal 13 Juli 2022. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya
pemanfaatan media sosial pada salah satu platform yang memiliki segmentasi masyarakat yang
berbeda dengan platform media sosial yang lain. Lebih lanjut, sebagaimana ditunjukkan dalam
Gambar 6, informasi mengenai daftar akun media sosial yang secara resmi dimiliki oleh Pusat

Kajian Anggaran tidak termuat pada website Pusat Kajian Anggaran.
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Kondisi yang diharapkan adalah seluruh akun media sosial resmi Pusat Kajian Anggaran dapat
dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk dapat memaksimalkan sosialisasi kegiatan dan hasil
analisis yang telah dilakukan melalui platform sosial media yang beragam. Setiap platform sosial
media memiliki karakteristik penggunanya yang berbeda dengan karakteristik pengguna flatform
sosial media yang lain. Keberagaman ini yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan
sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat
mengetahui dan mengapresiasi kegiatan Pusat Kajian Anggaran sebagai organ pendukung fungsi

DPR RI di bidang anggaran.

Dampak dari isu di atas adalah tidak tercapainya tujuan Pusat Kajian Anggaran untuk dapat
mensosialisasikan produk-produk utama hasil kerja para analis APBN baik kepada anggota dewan
pada masing-masing Komisi DPR Rl beserta timnya maupun kepada masyarakat luas. Hal tersebut
pada akhirnya akan berdampak kepada tidak tercapainya pelaksanaan Program Dukungan
Keahlian Fungsi Dewan. Dari sisi lain, isu tersebut akan berdampak terhadap tidak tercapainya
upaya untuk membangun dan meningkatkan citra positif dari masyarakat kepada unit kerja Pusat
Kajian Anggaran secara khusus dan instansi Sekretariat Jenderal DPR Rl serta pegawai ASN secara

umum.

Hubungan isu ketiga di atas dengan mata pelatihan Agenda Pembelajaran, khususnya
terdapat pada agenda kedua nilai dasar berorientasi pelayanan dan adaptif serta agenda ketiga
Smart ASN. Penggunaan media sosial ditempatkan sebagai saluran digital untuk dapat
memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bentuk pelayanan kepada anggota dewan secara
khusus maupun masyarakat secara umum. Saluran yang dipilih ini memanfaatkan teknologi terkini
sebagai bentuk penyesuaian dengan tantangan dan situasi zaman yang selalu berubah yang
mendorong Pusat Kajian Anggaran untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan fungsinya.
Kemampuan menggunakan teknologi digital tersebut mencerminkan kecakapan bermedia digital,

yang merupakan salah satu pilar literasi digital.

Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Analisis Isu
Dalam melakukan penetapan isu utama, perlu terlebih dahulu memahami isu secara

menyeluruh untuk kemudian dapat dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu tersebut.
Penulis melakukan teknik tapisan dengan menggunakan kriteria Urgency, Seriousness dan Growth
(USG) untuk menganalisis masing-masing isu dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada
tiga kriteria sebagai berikut:

1. Urgency: seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.
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2.

3.

Seriousness: seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan

ditimbulkan.
Growth: seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Indikator penilaian tapisan isu menggunakan rentang penilaian (1-5) dengan deskripsi

penilaian untuk masing-masing kriteria sebagai berikut:

1.

Untuk kriteria Urgency, nilai tertinggi adalah 5 yang menunjukkan bahwa isu sangat mendesak
yang harus ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 3 bulan. Sementara itu, nilai terendah
adalah 1 yang menunjukkan bahwa isu tidak mendesak yang harus ditindaklanjuti dalam

waktu lebih dari 12 bulan.

Untuk kriteria Seriousness, nilai tertinggi adalah 5 yang menunjukkan bahwa isu sangat serius
di mana potensiisu tersebut akan berdampak pada pencapaian visi dan misi unit kerja apabila
tidak ditangani sangat tinggi. Sementara itu, nilai terendah adalah 1 yang menunjukkan bahwa
isu tidak serius di mana potensi isu tersebut akan berdampak pada pencapaian visi dan misi

unit kerja apabila tidak ditangani tidak tinggi.

Untuk kriteria Growth, nilai tertinggi adalah 5 yang menunjukkan bahwa isu sangat
berkembang vyang menunjukkan bahwa pertumbuhan permasalahan akan sangat
mempengaruhi kinerja jika tidak ditangani segera. Sementara itu, nilai terendah adalah 1 yang
menunjukkan bahwa isu tidak berkembang yang berarti pertumbuhan permasalahan tidak

akan mempengaruhi kinerja meskipun tidak ditangani segera.

Skala penilaian beserta deskripsi penilaian untuk masing-masing kriteria dalam teknik tapisan

isu USG disajikan sebagai berikut.
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Kriteria 1: Urgency

No. | Nilai Skala Penilaian Deskripsi Penilaian
1 5 |Sangat Mendesak |Harus ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 3 bulan
2 4  [Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 6 bulan
3 3 |Cukup Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 9 bulan
4 2 |Kurang Mendesak [Harus ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 12 bulan
5 1 |Tidak Mendesak Harus ditindaklanjuti dalam waktu lebih dari 12 bulan

Kriteria 2: Seriousness

Tabel 1 Deskripsi Penilaian Kriteria Urgency

No. | Nilai Skala Penilaian Deskripsi Penilaian
1 5 |Sangat Serius Dampak isu akan berpengaruh pada pencapaian visi dan misi unit kerja sangat tinggi
2 4  |Serius Dampak isu akan berpengaruh pada pencapaian visi dan misi unit kerja tinggi
3 3 |Cukup Serius Dampak isu akan berpengaruh pada pencapaian visi dan misi unit kerja cukup tinggi
4 2 |Kurang Serius Dampak isu akan berpengaruh pada pencapaian visi dan misi unit kerja kurang tinggi
5 1 |Tidak Serius Dampak isu akan berpengaruh pada pencapaian visi dan misi unit kerja tidak tinggi

Kriteria 3: Growth

Tabel 2 Deskripsi Penilaian Kriteria Seriousness

No. | Nilai Skala Penilaian Deskripsi Penilaian
1 5 |Sangat Berkembang |Pertumbuhan permasalahan sangat mempengaruhi kinerja
2 4 |Berkembang Pertumbuhan permasalahan dapat mempengaruhi kinerja
3 3 |Cukup Berkembang |Pertumbuhan permasalahan cukup mempengaruhi kinerja
4 2 |Kurang Berkembang |Pertumbuhan permasalahan kurang mempengaruhi kinerja
5 1 |Tidak Berkembang |Pertumbuhan permasalahan tidak mempengaruhi kinerja

B.2 Pemilihan Isu Prioritas
Melalui analisis isu dengan menggunakan kriteria USG sebagaimana telah dideskripsikan di

Tabel 3 Deskripsi Penilaian Kriteria Growth

atas, diperoleh hasil sebagaimana ditampilkan di tabel di bawah.

Kriteria Jumlah
No. Isu L
U S Nilai
L Belum optimalnya pemantauan perkembangan anggaran kementerian/lembaga pada 4 4 12
Pusat Kajian Anggaran
5 Kurang optimalnya pendampingan secara langsung yang dilakukan analis APBN Pusat 3 3 9
Kajian Anggaran ke Komisi DPR Rl
3 |Belum optimalnya penggunaan media sosial resmi Pusat Kajian Anggaran 3 3 10

Berdasarkan teknik tapisan USG yang dilakukan terhadap tiga isu diatas, isu pertama
mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah nilai 12. Dengan demikian, isu yang dipilih untuk

menjadi isu utama aktualisasi di Pusat Kajian Anggaran adalah belum optimalnya pemantauan

Tabel 4 Matriks Pemilihan Isu Utama

perkembangan anggaran kementerian/lembaga pada Pusat Kajian Anggaran.
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C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu

Pada bagian ini dijelaskan faktor-faktor penyebab munculnya isu utama dengan menggunakan

teknik analisis isu berupa fishbone diagram.

Akibat

o | Unekeneen |

an kebutuhan an database

secara manual oleh

masing-masing »

individy anggaran
Pengelolaan kebutuhan ™
informasi dilakukan : ‘
seca'ra mangal oleh .
masing-masing \
individu
P LY ~ LY
Pengelolaan kebutuhan _V/ Banyaknya data - ’//
informasi dilakukan secara 4 angearan, P4
manual oleh masing- yd /
masing indlvidy, / Data sulit dianalisis — —
//
Tidak seragamnya //
format data yd

e

Gambar 7 Analisis Penentuan Penyebab Terjadinya Isu dengan Fishbone Diagram

D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis mengusulkan gagasan pemecahan isu yaitu

optimalisasi pemantauan perkembangan anggaran kementerian/lembaga melalui penggunaan

dashboard pada website Pusat Kajian Anggaran. Adapun format yang ditampilkan dalam bentuk

dashboard yang interaktif sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 8 untuk membantu pengguna

dalam mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai

perkembangan anggaran

kementerian/lembaga. Lebih lanjut, gagasan ini merupakan bagian dari upaya pembangunan

database di Pusat Kajian Anggaran.

17




K/L - Program = Y%

Tahun 2030 Tahun 2021 Tahun 2022

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONE... =

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ‘

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERB... 500,000

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PAN... oy

300.000.000.000

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN U...

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA ... 100.000.000.00¢
KEMENTERIAN DALAM NEGERI ) BADAN KEPEGAWAMN NEGARA
-Bm .
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN A... | v leteim
K/L - Program = %
- Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
‘ Program Dukungan Manajemen | 580,000.000,000
Program Kapasitas Pemerintahan Da... 560.000.000.000

540,000

Program Kebijakan, Pembinaan Profe...
520.000.

Program Pembinaan Ideologi Pancasila

500.000.000.000
Program Pembinaan Politik dan Pem... 480.000.000.000
Program Pengawasan Penyelenggara... B

Program Pengelolaan Batas Wilayah ...

rogram Dukungan Manajemen
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Gambar 8 llustrasi Visualisasi Dashboard

Dalam kaitannya dengan Agenda Pembelajaran, khususnya agenda 3, gagasan pemecahan isu
di atas merupakan penerapan dari Smart ASN. Melalui pemanfaatan perkembangan teknologi di
bidang analisis data, penulis berupaya untuk mengolah data terkait anggaran
kementerian/lembaga untuk dapat menyajikan suatu insight perihal perkembangan anggaran
kementerian/lembaga dalam bentuk dashboard yang dapat ditelusuri hingga ke tingkat program
kementerian/lembaga terkait. Lebih lanjut, penulis juga memanfaatkan teknologi internet yang
memampukan untuk dapat menyimpan data secara terpusat pada website Pusat Kajian Anggaran

yang dapat diakses di mana pun dan kapan pun dengan menggunakan perangkat digital yang

memadai.
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A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja
Identifikasi Isu
Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

: Pusat Kajian Anggaran

: USG

: Belum optimalnya pemantauan perkembangan anggaran kementerian/lembaga di Pusat Kajian Anggaran

: Optimalisasi pemantauan perkembangan anggaran kementerian/lembaga melalui penggunaan dashboard pada website

Pusat Kajian Anggaran

Tabel 5 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap Visi dan

Penguatan Nilai

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil . L. L. L
Pelatihan Misi Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 | Diskusiinternal e Menginformasikan dan | e Catatan hasil diskusi Keterkaitan dengan nilai dasar Kontribusi terhadap visi e Berorientasi
program aktualisasi meminta masukan ASN: Sekretariat Jenderal DPR RI pelayanan:
kepada atasan e Kompeten: Meningkatkan o Profesional: Membantu Melakukan
mengenai rencana kompetensi diri melalui usaha meningkatkan kompetensi perbaikan tiada
penyajian data perbaikan yang dilakukan pegawai seputar henti untuk
perkembangan e Harmonis: Menciptakan kondisi pengetahuan perkembangan memberikan
anggaran yang memungkinkan untuk anggaran pelayanan prima

kementerian/lembaga
dalam bentuk
dashboard
Menginformasikan dan
meminta masukan
kepada rekan kerja

peningkatan produktivitas kerja
dan kualitas layanan

Loyal: Menghargai komunikasi,
konsultasi dan kerja sama baik
dengan atasan maupun rekan
kerja

kementerian/lembaga

e Modern: Memanfaatkan
teknologi untuk menganalisis
data dan internet untuk
memudahkan akses data

kepada anggota DPR
RI

Kompeten:
Meningkatkan
kompetensi pegawai
seputar pemahaman
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Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap Visi dan

Penguatan Nilai

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil . L. L L.
Pelatihan Misi Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
mengenai rencana e Kolaboratif: Kolaborasi unsur- Kontribusi terhadap misi atas perkembangan
penyajian data unsur yang berbeda dalam satu | Sekretariat Jenderal DPR RI anggaran
perkembangan unit kerja khususnya dalam hal kementerian/
anggaran menyajikan data yang lengkap, lembaga
kementerian/lembaga akurat dan andal kepada Loyal: Mendukung
dalam bentuk anggota DPR RI sebagai bahan pegawai untuk
dashboard dalam pengambilan keputusan memiliki
Koordinasi dengan kemampuan dalam
Kepala Subbagian Tata menjalankan tugas
Usaha Pusat Kajian secara profesional
Anggaran untuk dapat berdasarkan prinsip
mengunggah data keahlian
perkembangan Adaptif:
anggaran Pemanfaatan
kementerian/lembaga internet untuk
di website Pusat Kajian menyajikan data
Anggaran terkait anggaran
secara terpusat yang
dapat diakses dari
mana pun dan kapan
pun
2 | Pelaksanaan Mengumpulkan data e Dokumen data Keterkaitan dengan nilai dasar

pembuatan dashboard

yang memuat data
perkembangan
anggaran
kementerian/lembaga

terkait perkembangan
anggaran
kementerian/lembaga
Menyusun dashboard
yang memuat data
perkembangan

anggaran

kementerian/lembaga

ASN:

e Berorientasi pelayanan:
Memahami dan memenubhi
kebutuhan anggota dewan
serta melakukan perbaikan
tiada henti
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Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap Visi dan

Penguatan Nilai

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil . L. L L
Pelatihan Misi Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
anggaran e Kompeten: Membantu orang
kementerian/lembaga lain untuk dapat mengakses
Finalisasi dashboard suatu data anggaran yang
yang memuat data terpusat pada website Pusat
perkembangan Kajian Anggaran
anggaran e Adaptif: Beradaptasi dengan
kementerian/lembaga perkembangan teknologi
dengan memanfaatkan
teknologi untuk memvisualisasi
data
3 | Konsultasi dengan Menyampaikan e Catatan hasil Keterkaitan dengan nilai dasar
mentor progres pengerjaan konsultasi dengan ASN:
data perkembangan mentor e Kompeten: Meningkatkan
anggaran e Dokumen data kompetensi diri melalui
kementerian/lembaga anggaran perbaikan atas proyek
untuk dapat direviu kementerian/lembaga aktualisasi yang sedang
dan dimintakan saran dikerjakan
perbaikan e Harmonis: Menciptakan kondisi
Melakukan perbaikan yang memungkinkan untuk
dalam pengerjaan data peningkatan produktivitas kerja
perkembangan dan kualitas layanan
anggaran e Loyal: Menghargai komunikasi
kementerian/lembaga dan konsultasi
berdasarkan hasil reviu
4 | Sosialisasi dashboard Koordinasi dengan e Dokumen unggahan Keterkaitan dengan nilai dasar

data perkembangan
anggaran
kementerian/lembaga

Kepala Subbagian Tata
Usaha Pusat Kajian
Anggaran untuk

data perkembangan
anggaran
kementerian/lembaga

ASN:
e Berorientasi pelayanan:
Cekatan dan solutif dalam
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Keterkaitan Substansi Mata

Kontribusi Terhadap Visi dan

Penguatan Nilai

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil . L. L L
Pelatihan Misi Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
mengunggah data pada website Pusat memahami dan memenuhi
perkembangan Kajian Anggaran kebutuhan rekan kerja
anggaran e Dokumentasi e Harmonis: Menginformasikan
kementerian/lembaga sosialisasi kepada kepada rekan kerja tentang
di website Pusat Kajian rekan kerja di Pusat update informasi yang disajikan
Anggaran Kajian Anggaran pada website Pusat Kajian
e Sosialisasi kepada Anggaran.
rekan kerja di Pusat e Loyal: Menghargai komunikasi
Kajian Anggaran dan kerja sama
e Adaptif: Beradaptasi dengan
perkembangan teknologi
dengan memanfaatkan
teknologi untuk menyimpan
data secara terpusat yang
dapat diakses di mana pun dan
kapan pun dengan
menggunakan perangkat digital
yang memadai
o Kolaboratif: Kolaborasi unsur-
unsur yang berbeda dalam satu
unit kerja
5 | Penyusunan laporan e Menyusun laporan e Laporan aktualisasi Keterkaitan dengan nilai dasar

aktualisasi

aktualisasi
Mengumpulkan
dokumentasi selama
kegiatan aktualisasi
Finalisasi laporan
aktualisasi

ASN:

e Akuntabel: Bertanggung jawab
dalam mendokumentasikan
kegiatan aktualisasi sebagai
bukti pelaksanaan program
aktualisasi
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No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output / Hasil

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi dan
Misi Organisasi

Penguatan Nilai
Organisasi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

e Kompeten: Mengembangkan
kompetensi melalui upaya
perbaikan secara berkelanjutan

e Loyal:
Mempertanggungjawabkan
kegiatan aktualisasi melalui
penyusunan laporan aktualisasi

23




B. Jadwal Kegiatan
JADWAL RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 6 Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

Juli AGUSTUS SEPTEMBER

No. Kegiatan V |t o lm v m[w

1 Diskusi internal program
aktualisasi

2 Pembuatan dashboard yang
memuat data perkembangan
anggaran kementerian/lembaga

3 Konsultasi dengan mentor

Sosialisasi dashboard data
perkembangan anggaran
kementerian/lembaga

5 Penyusunan laporan aktualisasi
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BAB V
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi
JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 7 Rencana dan Realisasi Kegiatan Aktualisasi

Juli AGUSTUS SEPTEMBER
\'J | Il im | v | l m | v

No. Kegiatan

1 Diskusi internal program

aktualisasi

2 Pembuatan dashboard yang

memuat data perkembangan
anggaran kementerian/lembaga

3 Konsultasi dengan mentor

4 Sosialisasi dashboard data

perkembangan anggaran
kementerian/lembaga

5 Penyusunan laporan aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilakukan sesuai dengan jadwal rencana kegiatan aktualisasi.
Kegiatan aktualisasi dimulai dengan pelaksanaan kegiatan satu, yaitu diskusi internal program
aktualisasi yang dilakukan pada minggu kelima Juli dan diakhiri dengan pelaksanaan kegiatan lima,

yaitu penyusunan laporan aktualisasi yang dilakukan sampai dengan minggu kedua September.

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan
Pelaksanaan aktualisasi di unit kerja yang dilakukan penulis dikelompokkan menjadi lima
kegiatan utama. Berikut dijabarkan tahapan kegiatan per kelompok kegiatan yang dilaksanakan

selama penulis melakukan aktualisasi di unit kerja.

B.1 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1: Diskusi Internal Program Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
substansi mata pelatihan yang dipelajari selama pembelajaran self learning maupun distance
learning. Adapun keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu kompeten, di mana kegiatan ini
merupakan usaha meningkatkan kompetensi diri melalui usaha perbaikan yang dilakukan atas
kondisi yang masih dapat ditingkatkan. Kegiatan ini juga mencerminkan nilai harmonis dalam hal
menciptakan kondisi di dalam lingkungan unit kerja yang memungkinkan untuk peningkatan
produktivitas kerja dan kualitas layanan. Adanya upaya untuk menghargai komunikasi, konsultasi

dan kerja sama baik dengan atasan maupun rekan kerja sebagaimana terkandung dalam kegiatan
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ini merupakan bentuk dari nilai loyal. Terakhir, kolaborasi unsur-unsur yang berbeda dalam satu

unit kerja merupakan penerapan nilai kolaboratif.

1.1 Menginformasikan dan Meminta Masukan kepada Atasan mengenai Rencana Penyajian Data

Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Dashboard

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi di unit kerja diawali dengan menginformasikan rencana
kegiatan aktualisasi kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran selaku atasan langsung penulis. Selain
sebagai bentuk permintaan izin melakukan kegiatan aktualisasi di unit kerja, kegiatan ini juga
bertujuan untuk mendapatkan arahan dan masukan dari atasan atas rencana kegiatan aktualisasi.
Beliau memberikan dukungan kepada pelaksanaan rencana kegiatan aktualisasi yang sejalan
dengan pembangunan database di lingkungan Pusat Kajian Anggaran. Adapun output dari

tahapan kegiatan ini berupa catatan hasil diskusi dengan atasan.

Gambar 9 Diskusi dengan Atasan

1.2 Menginformasikan dan Meminta Masukan kepada Rekan Kerja mengenai Rencana Penyajian
Data Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Bentuk Dashboard
Penulis juga menginformasikan sekaligus meminta masukan terkait rencana kegiatan
aktualisasi kepada rekan kerja. Adapun rekan kerja menyampaikan rujukan mengenai website
untuk dapat mengakses sumber data yang diperlukan maupun untuk memeriksa keterkinian data

yang digunakan. Output dari tahapan kegiatan ini berupa catatan hasil diskusi dengan rekan kerja.
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Gambar 10 Diskusi dengan Rekan Kerja

1.3 Koordinasi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran

Pada tahap awal kegiatan aktualisasi, dilakukan koordinasi dengan Kepala Subbagian Tata
Usaha Pusat Kajian Anggaran perihal rencana mengunggah data di website Pusat Kajian Anggaran.
Adapun file yang akan diunggah dalam format excel di mana unggahan tersebut akan menambah
sumber data di website Pusat Kajian Anggaran tanpa merubah tampilan website yang sudah ada.
Hasil dari koordinasi ini disampaikan bahwa Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran akan memberikan
akses admin kepada penulis untuk dapat mengunggah data ke dalam database website Pusat
Kajian Anggaran. Adapun output dari tahapan kegiatan ini berupa catatan hasil diskusi dengan

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran.

Gambar 11 Koordinasi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran
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B.2 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2: Pelaksanaan Pembuatan Dashboard yang Memuat Data

Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
substansi mata pelatihan yang dipelajari selama pembelajaran self learning maupun distance
learning. Adapun keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, di mana
melalui kegiatan ini, penulis berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan anggota
dewan terhadap data historis terkait anggaran serta untuk terus melakukan perbaikan sehingga
dapat tercapai hasil dashboard data anggaran yang interaktif dan menarik. Selain itu, kegiatan ini
juga terkait dengan nilai kompeten, khususnya dalam usaha untuk membantu orang lain untuk
dapat mengakses suatu data anggaran kapan saja dan dari mana saja dengan menyediakan data
tersebut di website Pusat Kajian Anggaran. Nilai adaptif juga diterapkan dalam kegiatan ini yang
ditunjukkan dengan adanya adaptasi yang dilakukan terhadap perkembangan teknologi dengan

memanfaatkan teknologi internet maupun teknologi untuk memvisualisasi data.

2.1 Mengumpulkan Data terkait Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi di unit kerja dilanjutkan dengan mengumpulkan data
anggaran kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi-komisi di DPR RIl. Sumber data
yang digunakan berupa Peraturan Presiden terkait yang memuat rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk periode tahun anggaran 2020-2022. Adapun output dari tahapan

kegiatan ini berupa dokumen data anggaran kementerian/lembaga.

Gambar 12 Mengumpulkan Data terkait Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga
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2.2 Menyusun Dashboard yang Memuat Data Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga
Setelah didapatkan data dan dilakukan penginputan data terkait anggaran untuk
kementerian/lembaga mitra kerja salah satu komisi DPR RI, penulis mulai menyusun dashboard
untuk dapat menampilkan visualisasi dari data tersebut secara interaktif. Sebagai bahan rujukan
dalam penyusunan dashboard, penulis banyak memanfaatkan internet untuk mencari blog, forum
ataupun video yang membahas cara-cara membangun dashboard berdasarkan struktur data yang
dimiliki penulis. Adapun output dari tahapan kegiatan ini berupa dokumen data anggaran

kementerian/lembaga yang di dalamnya memuat dashboard visualisasi data anggaran.

|
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Gambar 13 Menyusun Dashboard yang Memuat Data Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga

2.3 Finalisasi Dashboard yang Memuat Data Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga
Dalam mendapatkan format dashboard yang ideal sesuai dengan karakteristik data yang
dimiliki, penulis berulang kali melakukan trial & error menggunakan beragam pilihan metode
dalam membangun suatu tampilan dashboard. Penulis terus melakukan upaya perbaikan
terhadap fungsionalitas dan tampilan dashboard sepanjang periode penyusunan dashboard
dengan tetap memperhatikan waktu dan tahapan-tahapan pelaksanaan aktualisasi berdasarkan
rancangan awal. Adapun output dari tahapan kegiatan ini berupa dokumen data anggaran

kementerian/lembaga yang di dalamnya memuat dashboard visualisasi data anggaran.
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Gambar 14 Finalisasi Dashboard Data Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga

B.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3: Konsultasi dengan Mentor

Pelaksanaan kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
substansi mata pelatihan yang dipelajari selama pembelajaran self learning maupun distance
learning. Adapun keterkaitan dengan nilai dasar ASN, salah satunya yaitu nilai kompeten. Penulis
berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar secara otodidak melalui
pembelajaran melalui internet untuk memperbaiki fungsionalitas dan tampilan dashboard
sehingga dapat berfungsi secara interaktif dan menarik. Nilai dasar harmonis juga diaplikasikan
dalam kegiatan ini. Penulis berusaha untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk
peningkatan produktivitas kerja dan kualitas layanan yang dapat diberikan analis APBN kepada
anggota dewan. Kegiatan ini juga menerapkan nilai loyal di mana penulis menghargai komunikasi

dengan melakukan konsultasi secara intensif dengan mentor.

3.1 Menyampaikan Progres Pengerjaan Data Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga
untuk Dapat Direviu dan Dimintakan Saran Perbaikan
Pada tahapan lanjutan pelaksanaan aktualisasi di unit kerja, penulis menyampaikan progres
pengerjaan data perkembangan anggaran kementerian/lembaga kepada mentor baik secara tatap
muka langsung maupun melalui media Whatsapp. Kegiatan konsultasi ini dilakukan secara berkala
sehingga mentor dapat mengetahui dan memberikan masukan serta arahan di sepanjang proses

penyusunan dashboard data anggaran. Adapun output dari tahapan kegiatan ini berupa catatan
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mentor mengenai progres pengerjaan data perkembangan anggaran kementerian/lembaga yang

termuat di laporan pengendalian mentor.
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Gambar 15 Menyampaikan Progres Pengerjaan Data Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga untuk Dapat Direviu

dan Dimintakan Saran Perbaikan

3.2 Melakukan Perbaikan dalam Pengerjaan Data Perkembangan Anggaran
Kementerian/Lembaga Berdasarkan Hasil Reviu
Berdasarkan masukan dan arahan mentor, penulis melakukan perbaikan dalam pengerjaan
program aktualisasi. Penulis memanfaatkan database peraturan BPK untuk memastikan
ketepatan peraturan yang menjadi acuan dalam melakukan penginputan data. Penulis juga
meningkatkan keinteraktifan dan tampilan dashboard yang memungkinkan pemilihan program
suatu kementerian/lembaga dilakukan berdasarkan pilihan kementerian/lembaga sebelumnya.

Adapun output dari tahapan kegiatan ini berupa dokumen data anggaran kementerian/lembaga.
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B.4 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4: Sosialisasi Dashboard Data Perkembangan Anggaran

Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
substansi mata pelatihan yang dipelajari selama pembelajaran self learning maupun distance
learning. Adapun keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Melalui
pemantauan yang dilakukan di unit kerja, penulis memahami adanya kebutuhan rekan-rekan
Analis APBN akan data historis anggaran. Sehingga, penulis berusaha memenuhi kebutuhan
tersebut dengan menyajikan suatu data anggaran dalam format dashboard yang interaktif. Nilai
harmonis juga diterapkan dalam kegiatan ini, di mana penulis menginformasikan kepada rekan
kerja tentang update informasi yang disajikan pada website Pusat Kajian Anggaran. Keterkaitan
dengan nilai dasar ASN lainnya adalah nilai loyal, di mana melalui kegiatan sosialisasi, penulis
mengedepankan komunikasi dan kerja sama dengan rekan kerja. Kegiatan ini juga berkaitan
dengan nilai adaptif dalam hal penulis melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi
melalui pemanfaatan database pada website Pusat Kajian Anggaran untuk dapat menyediakan
data yang dapat diakses di mana pun dan kapan pun dengan menggunakan perangkat digital yang
memadai. Terakhir, kegiatan ini berkaitan dengan nilai kolaboratif dalam hal terdapat kolaborasi

antar unsur-unsur yang berbeda dalam satu unit kerja.

4.1 Koordinasi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran untuk Mengunggah
Data Perkembangan Anggaran Kementerian/Lembaga di Website Pusat Kajian Anggaran
Penulis menindaklanjuti hasil diskusi pertama yang dilakukan dengan Kepala Subbagian Tata

Usaha Pusat Kajian Anggaran tentang rencana untuk mengunggah data pada website Pusat Kajian

Anggaran. Penulis berkoordinasi kembali dengan Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran terkait

pembukaan akses admin kepada penulis. Setelah penulis mendapat akses admin, maka

selanjutnya penulis meunggah data dashboard anggaran ke dalam database website Pusat Kajian

Anggaran. Adapun output dari tahapan kegiatan ini berupa dokumen data anggaran

kementerian/lembaga yang sudah terunggah ke dalam database dan dapat diakses melalui

website Pusat Kajian Anggaran.

32



Puskajianggaran Admin

Pengguna: LEO ISKANDAR

Peran: super

Administrasi

Daftar Tim

Daftar Pegawai
Daftar Jenis Kegiatan
Daftar Agenda
Daftar Album Foto
Daftar Kontak

Daftar Konten Statis
Daftar Siklus

Daftar Topik

Produk Ilmiah

Analisis APBN
Referensi APBN
Analisis Ringkas Cepat
Buletin APBN
Jurnal Budget
Buku

Infografis
Videografis
Statistik

Kritik dan Saran
Budget Issue Brief
Kajian
Akuntabilitas
Sekilas APBN

* * +

+ + + +

Analis APBN

Keterangan:

1 = Buletin APBN

2 = Jurnal Budget

3 = Analisis APBN

4 = Analisis Ringkas Cepat

Page: 1 v

Nama $1¢ 23

16 10
0 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

22 8

22 10

13 4

22 12

16 8

10 10

13 12

22 11

1-20/67 (67)

-
4

5 = Referensi APBN

6 = Buku

7 = Infografis

»

0
1

35

33

20

4+ 52627

0

o ©o © o

o | o

1
57
65
34
58
53
52
54
85

4.2 Sosialisasi kepada Rekan Kerja di Pusat Kajian Anggaran

Log Out |Portal
Produk Ilmiah Terbaru -
Judul ¢ Userinput ¢
Vol. VII, No. 16, Agustus 2022 musbiyatun

Vol. VII, No. 15, Agustus 2022 husnul.latifah

Aot

Kajian Isu Strategis Terkait musbiyatun
Bidang Prioritas Pembangunan 23-08-2022
Tahun 2023

APBN

Masukan Pusat Kajian Anggaran
Atas Nota Keuangan RAPBN 2023

musbiyatun

Vol. VII, No. 13, Juli 2022

musbiyatun
Buletin APBN 12-08

Statistik =

Warning: Invalid argument supplied for foreach()

in

C:\www \puskajianggaran\application\modules
on line 143

Warning: Invalid argument supplied for foreach()

in

C:\www \puskajianggaran\application\modules
on line 150

Gambar 16 Koordinasi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran

Menjelang tahapan akhir dari pelaksanaan aktualisasi di unit kerja, di mana penulis telah

mengunggah data dashboard anggaran ke dalam database yang bisa diakses melalui website Pusat

Kajian Anggaran, penulis melakukan sosialisasi mengenai produk aktualisasi tersebut kepada

rekan kerja di Pusat Kajian Anggaran. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk

menjelaskan hasil akhir dari pelaksanaan aktualisasi di unit kerja sekaligus menjelaskan cara

mengakses dan menggunakan data dashboard anggaran. Adapun output dari tahapan kegiatan ini

berupa dokumentasi sosialisasi kepada rekan kerja di Pusat Kajian Anggaran.
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Gambar 17 Sosialisasi kepada Rekan Kerja di Pusat Kajian Anggaran

B.5 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 5: Penyusunan Laporan Aktualisasi
Pelaksanaan kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

substansi mata pelatihan yang dipelajari selama pembelajaran self learning maupun distance
learning. Adapun keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, di mana penulis secara
bertanggung jawab mendokumentasikan kegiatan aktualisasi yang dilakukan di unit kerja sebagai
bukti pelaksanaan program aktualisasi. Kegiatan ini juga menerapkan nilai kompeten dalam hal
penulis mengembangkan kompetensi diri melalui upaya perbaikan secara berkelanjutan sehingga
dapat memfinalkan laporan aktualisasi ini dengan baik. Lebih lanjut, nilai loyal juga diterapkan
dalam kegiatan ini dalam hal penulis mempertanggungjawabkan kegiatan aktualisasi yang

dilakukan melalui penyusunan laporan aktualisasi.

5.1 Menyusun Laporan Aktualisasi
Memasuki tahapan akhir dari pelaksanaan aktualisasi di unit kerja, penulis mulai menyusun
laporan aktualisasi berdasarkan perkembangan pelaksanaan aktualisasi. Penyusunan laporan

aktualisasi dimulai pada minggu ketiga bulan Agustus sembari terus melakukan tahapan kegiatan
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lain sesuai dengan rencana kegiatan aktualisasi. Penyusunan laporan aktualisasi mengikuti format
laporan aktualisasi yang disampaikan oleh coach. Adapun output dari tahapan kegiatan ini berupa

laporan aktualisasi.

il

Gambar 18 Menyusun Laporan Aktualisasi

5.2 Mengumpulkan Dokumentasi Selama Kegiatan Aktualisasi

Untuk melengkapi laporan aktualisasi dengan bukti pelaksanaan aktualisasi, penulis
mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan program
aktualisasi di unit kerja. Selain itu, penulis juga mendokumentasikan pelaksanaan dari rancangan
aksi bela negara di unit kerja. Untuk tahapan kegiatan ini, output berupa laporan aktualisasi yang

di dalamnya memuat bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi di unit kerja.
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Gambar 19 Mengumpulkan Dokumentasi Selama Kegiatan Aktualisasi

5.3 Finalisasi Laporan Aktualisasi

Pada tahapan akhir dari pelaksanaan pelatihan dasar, penulis memfinalkan laporan
aktualisasi. Penulis memeriksa kembali kelengkapan setiap bagian dalam laporan aktualisasi
sesuai dengan format laporan aktualisasi yang disampaikan oleh coach. Tidak lupa, penulis juga
mendokumentasikan tahapan kegiatan akhir ini yang dilakukan di Wisma Griya Sabha DPR RI
Bogor sebagai salah satu bukti pelaksanaan tahapan kegiatan dalam laporan aktualisasi ini.

Adapun output dari tahapan kegiatan ini berupa laporan aktualisasi.
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Gambar 20 Finalisasi Laporan Aktualisasi

C. Stakeholder
Pada bagian ini dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proses aktualisasi, yaitu:

Kepala Pusat Kajian Anggaran
Para Analis APBN Pusat Kajian Anggaran

Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran

Ll N

Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan masyarakat yang mengakses website

Pusat Kajian Anggaran

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala
Kendala yang mungkin akan ditemui dalam pelaksanaan aktualisasi yaitu:

1. Ketersediaan data dalam format yang tidak seragam yang dapat memakan waktu dalam
proses analisis data.
2. Hasil analisis data tidak bisa ditampilkan dalam bentuk dashboard.

3. Keterbatasan waktu karena perlu menyelesaikan tugas pokok.
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Berdasarkan hal tersebut, solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala di atas

yaitu:

1. Mengalokasikan waktu yang cukup untuk cleansing data pada tahap-tahap awal aktualisasi.

2. Mencari solusi pemecahan masalah di forum online.

3. Manajemen waktu antara pekerjaan dengan kegiatan pelaksanaan aktualisasi.

E. Analisis Dampak
Pada bagian ini dijelaskan dampak yang akan terjadi dari pelaksanaan aktualisasi adalah:

1. Untuk Unit Kerja Pusat Kajian Anggaran

Menumbuhkan kesadaran pentingnya pemanfaatan dan pembangunan basis data di
Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu upaya dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran.

Membiasakan diri memiliki sikap untuk mau terus meningkatkan kompetensi melalui
usaha perbaikan yang dilakukan dalam rangka pemberian pelayanan yang prima kepada

Anggota DPR RI.

2. Untuk pribadi

Memahami nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang bisa diaktualisasikan di tempat kerja.
Memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku
ASN dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa diaktualisasikan di
tempat kerja.

Menambah pemahaman dan pengetahuan untuk mengoptimalisasi dukungan keahlian

di bidang anggaran kepada Anggota DPR RI.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pemantauan Perkembangan

Anggaran Kementerian/Lembaga melalui Penggunaan Dashboard pada Website Pusat Kajian
Anggaran” telah dilaksanakan di unit kerja Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI.
Pelaksanaan aktualisasi ini memiliki 5 kegiatan, yaitu diskusi internal program aktualisasi,
pelaksanaan pembuatan dashboard yang memuat data perkembangan anggaran
kementerian/lembaga, konsultasi dengan mentor, sosialisasi dashboard data perkembangan

anggaran kementerian/lembaga, dan penyusunan laporan aktualisasi.

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini berkontribusi terhadap visi Sekretariat Jenderal DPR RI
dalam hal membantu meningkatkan kompetensi pegawai seputar pengetahuan perkembangan
anggaran kementerian/lembaga (profesional) dan memanfaatkan teknologi untuk menganalisis
data dan internet untuk memudahkan akses data (modern). Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini
juga berkontribusi terhadap misi Sekretariat Jenderal DPR Rl khususnya dalam hal menyajikan
data yang lengkap, akurat dan andal kepada anggota DPR Rl sebagai bahan dalam pengambilan

keputusan.

B. Saran
Setiap Analis APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl diharapkan dapat memanfaatkan

data historis anggaran yang tersaji secara visual dalam bentuk dashboard dalam menyusun analisis
yang terkait dengan fungsi anggaran. Hal ini berguna untuk meningkatkan penggunaan visualisasi
data dalam penyusunan analisis yang membantu memudahkan pembaca, khususnya anggota
dewan, dalam memahami isi dari suatu hasil analisis dengan keterbatasan waktu yang ada dalam
membaca hasil analisis tersebut. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan kualitas

pelayanan prima yang diberikan kepada anggota dewan.
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Lampiran 1. Form Pengendalian Mentor

LAMPIRAN

SEKRETARIAT JENDERAL

< DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX_ (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www dpr.go.id

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR
PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama Peserta - Leo Iskandar Nama Mentor - Slamet Widodo, SE, ME.
NIP - 193007232022031001
Unit Kerja - Pusat Kajian Anggaran
Jabatan - Analis APBN Ahli Pertama
Isu Kegiatan - Belum optimalnya pemantauan perkembangan anggaran kementerian/lembaga di Pusat Kajian Anggaran
Qutput Kegiatan Kszt::::::? Kontribusi
No. | Tanggal Tahapan Kegiatan Terhadap Mata 1e.rl'!ad:¢1;.1 Fenguata.an N!Ial Catatan Mentor Paraf
Pemecahan Isu " Visi-Misi Organisasi mentor
Pelatihan R
rganisasi
26 Juli ® Menginformasikan Catatan hasil diskusi | Kompeten, Kontribusi Berorientasi Agar dipastikan data dalam "
2022 kepada atasan dan harmonis, terhadap visi | pelayanan, format file Excel dapat diunggah 2 /I(’— 2
rekan kerja mengenai loyal dan Setien DPR | kompeten, loyal | pada menu yang sudah tersedia 1
rencana penyajian kolaboratif RI dan adaptif di website Pusat Kajian
data perkembangan profesional Anggaran.
anggaran dan modern
kement?r\anf\e{nbaga Kontribusi
secara lefpusa terhadap
 Permintaan arahan misi Sefien
dan masukan kepada DPRRI:
atasan dan rekan
SEKRETARIAT JENDERAL
+~ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
-  TELP. (021) 5715 349 FAX.(021) 571542375715 925 LAMAN : www.dpr.go.id
kerja atas rencana menyajikan
penyajian data data yang
perkembangan lengkap,
anggaran akurat dan
kementerian/lembaga andal
secara terpusat :zﬁzga'
« Koordinasi dengan n
dalam
Kepala Subbagian pengambilan
Tata Usaha Pusat keputusan
Kajian Anggaran DPRRI
untuk dapat
mengunggah data
perkembangan
anggaran
kementerian/lembaga
di website Pusat
Kajian Anggaran
2 Agustus | ® Mengumpulkan data | Dokumen data Berorientasi Memeriksa keterkinian A
2022 terkait anggaran pelayanan, Peraturan Presiden yang -F,f-'% e
perkembangan kementerian/lembaga | kompeten dan digunakan melalui website JDIH =1
anggaran adaptf BPK
kementerian/lembaga
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&

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

8 Agustus | @ Mengumpulkandata | Dokumen data Berorientasi Memastikan data dapat
2022 terkait anggaran pelayanan, disajikan secara interaktif dan A
perkembangan kementerian/lembaga | kompeten dan dengan memperhatikan aspek ~ A <
anggaran adaphf visual
kementerian/lembaga
® Menyusun dashboard
yang memuat data
perkembangan
anggaran
kementerian/lembaga
15 Agustus | @ Mengumpulkan data | Dokumen data Berorientasi Membuat metadata yang berisi
2022 terkait anggaran pelayanan, informasi sumber data anggaran 4 2
perkembangan kementerian/lembaga | kompeten, yang digunakan untuk tahun -1
anggaran dan catatan mentor | adaphif, 2020, 2021 dan 2022. Untuk
kementerian/lembaga harmonis dan anggaran Kementerian
® Menyusun dashboard loyal Koordinasi dikelompokkan ke
dalam anggaran mitra kerja
yang memuat data Badan Anggaran DPR RI
perkembangan
anggaran
kementerian/lembaga
® Menyampaikan
progres pengerjaan
data perkembangan
anggaran
SEKRETARIAT JENDERAL
i+~ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX_ (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www dpr.go.id
kementerian/lembaga
untuk dapat direviu
dan dimintakan saran
perbaikan
 Melakukan perbaikan
dalam pengenjaan
data perkembangan
anggaran
kementerian/lembaga
berdasarkan hasil
reviu
23 Agustus | e Finalisasi dashboard | Dokumen data Berorientasi Pilihan program agar sesual §
2022 yang memuat data anggaran pelayanan, dengan pilihan P
perkembangan kementenan/lembaga | kompeten, kementenian/lembaga pada |
anggaran adaptif tampilan dashboard.
kementerian/lembaga
29 Agustus | e Koordinasi dengan Dokumentasi Berorientasi Memastikan file sudah diupload X
2022 Kepala Subbagian | kegiatan pelayanan, ke dalam database dan dapat | 7"~
Tata Usaha Pusat harmonis, diakses melalui website Pusat 4
Kajian Anggaran loyal, ada_pt\f, Kaji_an_ Anggaran pada saat
kolaboratif sosialisasi.

untuk mengunggah
data perkembangan
anggaran
kementerian/lembaga
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SEKRETARIAT JENDERAL

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423/ 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

di website Pusat
Kajian Anggaran
 Sosialisasi kepada
rekan kerja di Pusat
Kajian Anggaran

1
September
2022

® Menyusun laporan
aktualisasi

® Mengumpulkan
dokumentasi selama
kegiatan aktualisasi

Draft laporan
aktualisasi

Akuntabel,
kompeten,
loyal

Penyusunan laporan aktualisasi
agar mengikuti format laporan
aktualisasi.
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Lampiran 2. Form Pengendalian Coach

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nama : Leo Iskandar, S E.

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN COACH

Instansi: Sekretariat Jenderal DPR RI

PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2022

Nama Coach: Muhammad Hagiki Noviar, S.P., M.M.

NIP - 189007232022031001
No. Ta_n 9ga I Isu Permasalahan Yang Dibahas Media Komunikasi Rekomendasi Pembimbingan Ui
Pembimbingan Coach
1 22 Juli 2022 Diskusi tahapan pelaksanaan Hadir fisik Setiap pelaksanaan tahapan kegiatan
kegiatan aktualisasi N aktualisasi agar didokumentasikan dengan
baik. Penyusunan laporan aktualisasi
mengikuti format yang disampaikan.
2 28 Juli 2022 Revisi laporan rancangan aktualisasi | Hadir fisik Revisi laporan rancangan aktualisasi memuat
masukan dari penguji dan mentor yang %
9
- SEKRETARIAT JENDERAL
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
g JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id
diampaikan ketika seminar rancangan
aktualisasi.
3 8 Agustus 2022 Finalisasi laporan mingguan minggu Jika tidak ada kendala, kegiatan aktualisasi
kedua yang memuat kegiatan dapat dilanjutkan.
aktualisasi di minggu pertama dan
minggu kedua.
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SEKRETARIAT JENDERAL

<~ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
~  TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

BT

2
€79 Kid Noviar wii

Siang a9 KK, Zin menyarroakan untuk
laporan mingouan mirgou kadua sudan
diciskusican dengen dan dtid scr elekirond
oleh pak Slamet. Berihut disampaskan aporan
mingguan minggu kedua beserta dn buk
diakust dengan mentor yg ddaksanakan harl
i M

B Laporan Mingguan 2 g

Agakah dimungkinkan untuk melakukan
caching et virtul dgn mas KKI? Atau jika

weshanmys mas Terima ksi

4 tidak ada kendals silahkan dilanjutian ya

Message o] o

SEKRETARIAT JENDERAL

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

imo@e

e e
€89 Kiki Noviar i

Apaksh dimungkinken untuk melakukan
coaching scr virtual dgn mas Kik? Atau jika
dilakukan sacara hadir Nisi, i2in untuk disa
dilakukan di sore hari karena saetini sedeng
diselenggarakan diskus! pakar di PKA Mchon
arahannya mas, Terimakasih §, 0

ik tidsk ada kendala silahkan dlanputian ys

—

Baik, torirma kasih mas Kiki. 271 ph

9 Message

19 Agustus 2022

Finalisasi laporan mingguan ketiga
yang memuat kegiatan aktualisasi
minggu ketiga

Whatsapp

°Q

Jika tidak ada kendala, kegiatan aktualisasi
dapat dilanjutkan.
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
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wwOeBan

€' Kiki Noviar Wi

Balk tarma kash mas KiK. 521 sy
Ao 15, 2022

Siang mas Kiki, zin mas menyarmpeikan

laporan mingguan minggu ke-3 yang sudah

disampaikan kepada dan dittd scr elekiranik
oleh mentar. 9 41

I Laporan Mingguan 3- sig.

Mohon masukan dan erahannys mas Kiki J,
)

OK Jika tidak ada kendala s¥ahkan dilsnjutkan
» 5 At

Baik, terima kassih mas Kiki "

e -
30 Agustus 2022 Finalisasi laporan mingguan keempat | Whatsapp Jika tidak ada kendala, kegiatan aktualisasi
yang memuat kegiatan aktualisasi dapat dilanjutkan.
mingqu keempat
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Lampiran 3. Laporan Mingguan Ke-2

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715925 LAMAN : www.dpr.go.id

Nama

NIP
Unit Kerja

Isu

Gagasan

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-2

: Leo Iskandar
:199007232022031001
: Pusat Kajian Anggaran

: Belum optimalnya pemantauan perkembangan anggaran kementerian/

lembaga di Pusat Kajian Anggaran

: Optimalisasi pemantauan perkembangan anggaran kementerian/lembaga

melalui penggunaan dashboard pada website Pusat Kajian Anggaran

No.

Kegiatan Evidence

1 Berdiskusi untuk menginformasikan dan
meminta masukan serta arahan kepada atasan
mengenai rencana penyajian data
perkembangan anggaran
kementerian/lembaga secara terpusat

2 Berdiskusi dan berkoordinasi dengan
Kasubbag Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran
perihal rencana mengunggah data
perkembangan anggaran
kementerian/lembaga di website Pusat Kajian
Anggaran

3 Berdiskusi untuk menginformasikan dan
meminta masukan serta arahan kepada rekan
kerja mengenai rencana penyajian data
perkembangan anggaran
kementerian/lembaga secara terpusat
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< Mengumpulkan data historis perkembangan
anggaran kementerian/lembaga

Jakarta, 8 Agustus 2022

Mengetahui,

Coach Mentor
Muhammad Haagiki Noviar, S.P.. M.M. Slamet Widodo, S.E., M.E.
NIP. 159105242018011001 NIP. 196702181993021001
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Lampiran 4. Laporan Mingguan Ke-3
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Nama
NIP
Unit Kerja

Isu

Gagasan

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3

: Leo Iskandar
:199007232022031001
: Pusat Kajian Anggaran

: Belum optimalnya pemantauan perkembangan anggaran kementerian/

lembaga di Pusat Kajian Anggaran

: Optimalisasi pemantauan perkembangan anggaran kementerian/lembaga

melalui penggunaan dashboard pada website Pusat Kajian Anggaran

No.

Kegiatan Evidence

1 Mengumpulkan data historis perkembangan
anggaran kementerian/lembaga

2 Menyampaikan progres pengerjaan data
perkembangan anggaran
kementerian/lembaga kepada mentor untuk
dapat direviu dan dimintakan saran perbaikan
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Menyusun dashboard yang memuat data
perkembangan anggaran
kementerian/lembaga dan melakukan
perbaikan dalam pengerjaan data
perkembangan anggaran
kementerian/lembaga berdasarkan hasil
konsultasi dengan mentor

Coach

Muhammad Hagiki Noviar, S.P.,. M.M.
NIP. 155105242018011001
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Jakarta, 19 Agustus 2022

Mengetahui,

Mentor

Slamet Widodo, S.E.. M.E.
NIP. 196702181993021001




Lampiran 5. Laporan Mingguan Ke-4
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Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4

Nama : Leo Iskandar
NIP :199007232022031001
Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
Isu : Belum optimalnya pemantauan perkembangan anggaran kementerian/
lembaga di Pusat Kajian Anggaran
Gagasan : Optimalisasi pemantauan perkembangan anggaran kementerian/lembaga
melalui penggunaan dashboard pada website Pusat Kajian Anggaran
No. Kegiatan Evidence
1 Menyampaikan progres pengerjaan data
perkembangan anggaran T ¢ Aot
kementerian/lembaga kepada mentor untuk Aoy €1 dersha
dapat direviu dan dimintakan saran =
= Arggwee 0200 002
perbaikan
Mohon reamen o by 2ok Sk
vy o e o8
T
Gapace pob. lvi.‘-l' pob Sevwt wwwwes
Message @ °
2 Melakukan perbaikan dalam pengerjaan l._ i

data perkembangan anggaran
kementerian/lembaga berdasarkan hasil
konsultasi dengan mentor dan finalisasi
dashboard yang memuat data
perkembangan anggaran
kementerian/lembaga

-
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3 Koordinasi dengan Kepala Subbagian Tata
Usaha Pusat Kajian Anggaran untuk
mengunggah data perkembangan anggaran
kementerian/lembaga di website Pusat
Kajian Anggaran

3 Menyusun laporan aktualisasi dan
mengumpulkan dokumentasi selama
kegiatan aktualisasi

Jakarta, 29 Agustus 2022

Mengetahui,

Coach Mentor
Muhammad Hagiki Noviar, S.P., M.M. Slamet Widodo, S.E., M.E.
NIP. 195105242018011001 NIP. 1967021815993021001
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Lampiran 6. Catatan Hasil Diskusi dengan Atasan terkait Kegiatan Aktualisasi
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Harif Tanggal

Tempat

MARASUMBER:

Catatan Hasil Diskusi dengan Atasan

Terkait Kegiatan Aktualisasi

: 29 Juli 2022

: Ruang Kepala Pusat Kajian Anggaran

1. Drs. Helmizar, M.E.

PENDAHULUAN

Rapat dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dibuka pukul 11:00 WIB dengan agenda rapat

menginformasikan rencana pelaksanaan aktualisasi di wnit kerja dengan gagasan isu

"Optimalisasi

pemantauan perkembangan anggaran kementerian/lembaga melalui

pengsunaan dashboord pada website Pusat Kajian Anggaran”®.

PEMBAHASAN

Disampaikan rancangan aktualisasi kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran dan diperoleh

saran/masukan sebagai berikut:

* Kepala Pusat Kajian Anggaran menyetujui untuk dilakukan kegiatan aktualisasi

dengan

gagasan isu “Optimalisasi pemantauvan perkembangan anggaran

kementerian/lembaga melalui penggunaan dashboord pada website Pusat Kajian

Anggaran”.

* Kepala Pusat Kajian Anggaran menekankan agar memperhatikan keakuratan data

yang digunakan.

PENUTUR

Rapat ditutup pukul 11:30 WIB
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Lampiran 7. Catatan Hasil Diskusi dengan Rekan Kerja terkait Kegiatan Aktualisasi
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SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (D21) 5715 349 FAX. (021) 5715423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Harif Tanggal

Tempat

MNARASUMBER:

N

PENDAHULUAMN

Catatan Hasil Diskusi dengan Rekan Kerja

Terkait Kegiatan Aktualisasi
: 29 Juli 2022

: Ruang Kepala Pusat Kajian Anggaran

Rendy Alvaro, 5.5o0s5., M.E.

Ade Murul Aida, 5.E.

Ratma Christianingrum, 5.5i., M_5L
Riza Aditya Syafri, 5.Ak.

Tie Riyono, 5.E.

Rapat dengan rekan-rekan Analis APBN Pusat Kajian Anggaran dibuka pukul 15:00 WIB
dengan agenda rapat menginformasikan rencana pelaksanaan aktualisasi di unit kerja

dengan

Eagasan isu

“Optimalisasi pemantauan perkembangan AENEgaran

kementerian/lembaga melalui penggunaan dashboard pada website Pusat Kzjian Anggaran®.

PEMBAHASAN

Dizampaikan rancangan aktualisasi kepada rekan-rekan Analis APBN Pusat Kajian Anggaran

dan diperoleh saran/masukan sebagai berikut:

* Dapat mengakses data anggaran ke website Direktorat Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan.

* Contoh visuzlisasi data dapat mengacu kepada table doshboard Tableau.

* Dapat menggunakan fasilitas clowd DPR untuk dapat menyimpan data aktualisasi
dengan kapasitas yang cukup besar.

PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15:30 WIB
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Lampiran 8. Catatan Hasil Diskusi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran terkait

Kegiatan Aktualisasi
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Catatan Hasil Diskusi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat
Kajian Anggaran Terkait Kegiatan Aktualisasi

HarifTanggal :Senin, 1 Agustus 2022

Tempat : Ruang Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran

MARASUMBER

1. Husnul Latifah, 5.50s.
2. Musbiyatun
3. Rahayuningsih, 5.Pd.

PENDAHULUAMN

Rapat koordinasi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran dibuka pukul
14:00 WIB dengan agenda rapat membahas rencana pengunggahan data pada database yang
dapat diakses melalui website Pusat Kajian Anggaran.

PEMBAHASAN

Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran akan berkoordinasi dengan Pustekinfo untuk
dibuatkan akses SUPER bagi Penulis di Portal / Website Pusat Kajian Anggaran sehingza
memiliki akses untuk dapat mengupload file doshboard anggaran dalam bentuk excel pada
website Pusat Kajian Anggaran.

PENUTUPR

Rapat koordinasi ditutup pukul 14:30 WIB.

Motulis,

i

e

Leo Iskandar, 5.E.
MIF. 199007232022031001
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Lampiran 9. Dokumen Data Anggaran Kementerian/Lembaga

https://tinyurl.com/DataAnggaran2020-2022
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Lampiran 10. Dokumentasi Sosialisasi kepada Rekan Kerja di Pusat Kajian Anggaran

SEKRETARIAT JENDERAL
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Momor S18/A0G.06.02/00/2022 Jakana, 2 Seplember 2002
Sifat . DBiaza

Derajat  : Segera

Lampiran

Perihal . Undangan Fapat

Yih

1. Kasub TU Pusat Kajian Anggaran:

2. Analis APBN Pusat Kajian Anggaran;
3. Staf TU Pusat Kajian Anggaran.
Sekretariat Jenderal DPR RI

Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Pusal Kajizn Anggaran
Lermaksud mengundang SaudarafSaudari pada acars rapat dalam rangka
Pengumnpulan, Penyusunan, Pengolahan dan Analisis Dala yanyg akan
dilaksanakan pada

HarifTanggal : Senin, 5 Seplember 2022

Waklu o Pubkiul 1400 WIB - Selessi

Tempal : Ruang Rapat Pusal Kajian Anggaran
Gedung Sekrelarial Jenderal OPR Lanlal &

Acara . Sosialisasi Proyek Perupahan Latsar

Mengingat pentingnya acara  tersebul, kami  mengharagkan
kehadiran Saudara tepal pada wakiunya

Alas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasin

a.n. Kepala Pusat Kajian Angyaran
Hasub TU Pusat Kajian Anggaran

an

Husnul Latifah, 5,505
WNIP, 197 21807 1997032001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWARKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT

Hari, Tanggal  : Senin. 5 September 2022

Pukul : 09,00 WIB — Selesai

Tempat : Ruang Rapal Pusat Kajian Anggaran

Ketua Rapat : Dirs, Helmizar, M.E.

Sekretaris : Husnul Latifah,8. 508

Hadir » Analis APBN dan Staf TU Pusal Kajian Anggaran
Acara : Sosialisasi Provek Perubahan Latsar

L PENDAHULUAN
Rapat sosialisasi provek perubahan Latsar pada hari Senin, tanggal 5 September
2022 pukul 09.00 WIB dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI Drs.
Helmizar, M.E. selanjutnya dilakukan diskusi.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Adapun pokok-pokok pembicaraan dalam kegiatan diskusi tersebut vaitu;

1. Lea Iskandar,SE  Analis APBN Pusat Kajian Anggaran melakukan sosialisasi
aktualisasi proyek perubahan

2. Hasil kegiatan aktualisasi di unit kerja yang diambil isu tentang “Belum
optimalnya pemantauan perkembangan anggaran Kementerian/Lembega di
Pusat Kajian Anggaran”. Adapun gagasan pemecahan isu yang dikemukakan
untuk  melakukan  optimalisasi  pemantauan  perkembangan  angparan
Kementerian/Lembaga melalui penggunaan dashboard pada website Pusat
Kajian Anggaran,

3. Peserta rapat menyampaikan tanggapan dan masukan antara lain: Data anggaran
dengan menggunakan dashboard yang interaktif disajikan dalam format excel.
agar diperhatikan keakuratan data yang ditampilkan.

IIL. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.30 WIB

Jakarta, 5 September 2022
Kepala Pusat KajiaAnggaran

~?

Drs, Helmizar, M.E.
NIP.196407191991031001
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DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINIASI PUSAT KAJIAN ANGGARAN
DENGAN TEMA
"SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN LATSAR”

Han, tanggal Senin, 5 Seplember 2022
Waklu 08.00 WIB s.d selesai
Tempat Ruang Rapat Pusat Kajan Aaggaran
Gedung Sekretariat Jenderal dan 85 DPR LLE
NG WAMA JABATAN

| 11.

12,

CRS. HELMIZAR, ME

! HUSNUL LATIFAH, 8.S08

' SLAMET WIDCOC, SE., ME

KIKI ZAKIAH, S.E., MAP, CRP

' RENDY ALVARG, S.50S  ME

ROBBY ALEXANDER SIRAIT.SE. ME

RASTRI PARAMITA, SE., Mi

| DWI RESTI PRATIWES.T. MPM

MARIHOT NASUTION SE, M S|

MARTHA CAROLINA SE. AR M AK

RATNA CHRISTIANINGRUM,S S1.M.SI

DAHIRIT Sgl., NTSC :

. |
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

\
ANALIS APBN MADYA
ANALIS APBN MADYA
ANBLIS APBN MUDA
ANALIS APBN MUDA
ANALIS APEN MUDA

- 1
ANALIS APBN MUDA
ANALIS APBN MUDA
ANALIS APBN MUDA I.

ANALIS APBN MUDA {

ANALIS APBN MUDA |
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"FADILA PUTI LENGGO G, SE, MM

3. | FIRLY NUR AGUSTIANL, SE . MM
35, | OLLANI VABIOLA BANGUN, S 1P, M
35, | EMILIA OCTAVIA, ST. MAK
37 | ANDRIANI ELIZABETH,_S.AP, M.EA
|38 | TAUFKQ HIDAYATULLAH, S
39 ARJUN RIZKY MAHENDRA, SE
A‘i("—-_TE;KU HA;FIZH F.SE
’ Al —_ERI Fmeza.r 5.1KOM
. YV'DEAhAlDRA CHAs;wa 5.AK
3. RAHAYU&@GSIH.SPD
. LINIA SISKA_R..VS—.AP“
45| NOVA AULIA BELLA, SE
. | ;ESSY MULYANTI
47, ‘RAMAWARDIANSYAH
48. I -
49,
50,
51. I i

ANALIS APBN NON FUNGSIONAL
ANALIS APBN NON FUNGSIONAL
ANALIS APEN NON FUNGSIONAL
ANAUSrAPBN NON FUNGSIONAL
A&ALIS APBIN NON F UNGSI UNAL
f;NALIS AFGN NON FUNGSIORAL

A;NAL IS APBN NOr:l F;JNGSION»\L
;;Aus APBIN NON FUNGSIONAL
ANALIS APBN NOK FUNGSIONAL
MIS APEN NON FUNGSIONAL
ANALIS APBEN Ndr\;l;t’}réGSlUNAL
ANALIS APEN NON FUNGSIONAL

ANALIS APEBN NON FUNGSIGNAL
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